BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Pertimbangan hukum Majelis Hakim memeriksa bahwa Putusan Nomor
1677/Pdt.G/2025/PA.Bjn bersifat deklarator murni. Majelis Hakim
melakukan uji kelayakan gugatan baru dengan memperhatikan empat syarat
kumulatif terkait eksekusi, mengevaluasi gugatan secara bebas tetapi hanya
menilai kelayakannya untuk di eksekusi. Menggunakan asas pemisahan
horizontal untuk membedakan bangunan dari tanah yang masih berstatus
warisan, agar eksekusi bisa dilakukan tanpa melanggar hak waris. Desain
amar bertingkat bertujuan untuk mengurangi risiko eksekusi, dengan
mengutamakan kompensasi finansial daripada lelang sebagai solusi terakhir.
2. Implikasi yuridis Putusan Nomor 2704/Pdt.G/2025/PA.Bjn memberikan
kepastian hukum dan perlindungan hak bagi Penggugat dan Tergugat untuk
mengeksekusi harta bersama mereka. Namun, hambatan eksekusi muncul
karena lelang umum sulit dilakukan pada bangunan di tanah orang lain.
Secara de jure, pemilik tanah terlindungi, tetapi secara de facto, terdapat
ketidakpastian hukum yang menyebabkan sengketa baru. Mekanisme lelang
bongkaran menjadi solusi praktis untuk melindungi hak pihak ketiga.
B. Saran
1. Hakim Pengadilan Agama, diharapkanan untuk lebih berfokus pada

penyelesaian sengketa, tetapi juga harus progresif mempertimbangkan daya
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eksekusi putusan sejak awal. Hal ini bertujuan agar putusan memiliki
kekuatan eksekutorial langsung demi menegakkan asas peradilan yang
sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Instansi terkait Mahkamah Agung dan KPKNL, diperlukan pembetukan
regulasi atau panduan teknis bersama yang tegas dan spesifik untuk
mengatur mekanisme lelang bongkaran untuk objek bangunan di atas tanah
pihak ketiga. Selain itu, koordinasi dengan pemilik tanah sebelum proses
lelang akan sangat disarankan gunan memberikan perlindungan hukum

seimbang dan menghindari tuntutan ganti rugi di kemudian hari.
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